
BUPATI HULU SUNGAI UTARA

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA

NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk lebih tertib administrasi dalam pengelolaan
keuangan daerah yang diimplementasikan dalam Peraturan
Bupati Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman
Penatausahaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2011,
maka perlu dilakukan penyesuaian terkait dengan Proses
Pencairan Dana dalam hal bantuan sosial berupa uang dan
proses pengajuan SPP-LS Barang/Jasa untuk pekerjaan
konstruksi dan jasa konsultansi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 4
Tahun 2011 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan
Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor  9,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor  3851);
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara
Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara  Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara  Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272 );

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 310 ), sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Perubahan atas  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 540 );

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694 );

18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten
Hulu Sungai Utara ( Lembaran Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14 );

19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8
Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2012 Nomor 8 );

20. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2011
tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor
4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Hulu Sungai Utara Nomor 26 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara
Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Penatausahaan
Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Utara Tahun 2011 Nomor 26 );
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21. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 42 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara
(Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011
Nomor 42 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 26 Tahun 2012 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara
Nomor 42 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah
dan Bantuan Sosial dalam lingkup Pemerintah Kabupaten
Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Utara Tahun 2012 Nomor 26 );

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG
PEDOMAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH.

Pasal I

Ketentuan Proses Pencairan Dana sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman
Penatausahaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2011 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Hulu Sungai Utara Nomor 26 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman
Penatausahaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2011 Nomor 26 ) diubah sebagai berikut:

1. Angka 3) dihapus;
2. Angka 4) diubah menjadi berbunyi sebagai berikut:

“4) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan
Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan
melalui mekanisme Tambah Uang (TU).”

3. Diantara Angka 13) dan Angka 14 disisipkan 2 (dua) Angka baru, yakni
Angka 13a) dan Angka 13b) yang berbunyi sebagai berikut:

“13a) Untuk pengajuan   SPP-LS Barang/Jasa   untuk   Pekerjaan yang
menggunakan kontrak harga satuan atau gabungan antara
lumpsum dan harga satuan selain dilengkapi dengan dokumen
pendukung lainnya, juga dilengkapi dengan Back Up Data Quantity
yang direview oleh Konsultan Pengawas dan diketahui oleh Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Utara.

Ditetapkan  di Amuntai
pada tanggal 25 Maret 2013

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

ttd

H.ABDUL WAHID.HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 25 Maret 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,

ttd

H.  S U Y A D I

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2013 NOMOR 7.


